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Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Pasal 22, dimana setiap rencana usaha/kegiatan yang menyebabkan dampak penting 

wajib memiliki AMDAL. Lebih lanjut berdasarkan PermenLHK No. 

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 

yang Wajib Memiliki AMDAL Lampiran 1 (IV), Huruf A Nomor 5. Bidang Multisektor dengan 

ketentuan luas lahan ≥ 5 Ha atau luas bangunan ≥ 10.000 m2, maka rencana kegiatan 

pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tapin dengan luas lahan ± 48.815 m2 dan luas 

bangunan ± 14.672 m2 diwajibkan untuk menyusun Dokumen AMDAL, yang terdiri dari 

penyusunan Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL - RPL.”  

Dalam penyusunan RKL - RPL, kami mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta 

akan memperhatikan petunjuk dan arahan dari instansi terkait. 

Dengan dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL), pemrakarsa telah menunjukan kesungguhan dalam 

melaksanakan kegetian pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 

serta berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan daerah sesuai dengan komitmen 

dan kebijakan perusahaan di bidang lingkungan. 

 

 

 

Rantau,      November 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

  

1.1. Latar Belakang. 

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah sudah seharusnya melibatkan segenap lapisan masyarakat. 

Melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam, proses perencanaan, implementasi, 

dan pengawasan diharapkan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan dibidang kesehatan, masyarakat 

tentunya harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. 

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dari pihak pemerintah, keberadaan 

rumah sakit yang memadai dalam suatu wilayah, dengan komunitas penduduk dari suatu 

daerah yang berkembang sangat diperlukan. Selain dijadikan sebagai sarana untuk 

pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pengobatan dan penyembuhan, rumah sakit 

juga dijadikan sebagai sarana rujukan bagi layanan kesehatan lain. Selain itu, rumah sakit 

dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Upaya pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit meliputi: pelayanan rawat jalan, 

pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medis, pelayanan non medis, 

serta pendidikan terkait permasalahan kesehatan. 

Dalam perwujudannya terkait sarana pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tapin telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau yang 

dibangun sejak tahun 1980. Dengan luas lahan 13.771 m2 (Sumber Sertifikat BPN 

Kab.Tapin 1985) dan luas bangunan 4.210 m2. Sedangkan peresmiannya bertepatan 

dengan Hari Kesehatan Nasional ke XIX tanggal 12 Nopember 1983 oleh Gubernur 

Kalimantan Selatan Bapak H. Mistar Cokro Koesomo. 

Rumah Sakit Umum Datu Sanggul merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum milik 

Pemerintah Kabupaten Tapin sejak dioperasionalkan tahun 1983. RSUD ini masih berstatus 

tipe D dengan Kapasitas Tempat Tidur sebanyak 50 buah. Seiring perjalanan waktu pada 

tanggal 18 Oktober 2004 RSUD Datu Sanggul bisa naik kelas menjadi rumah sakit tipe C 

dengan kapasitas Tempat Tidur yang semula 75 buah, ditingkatkan menjadi 115 buah.  

Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dilaksanakan pada tahun 

2006 dengan dimulainya pembangunan gedung baru dan merehabilitasi bangunan lama. 

Secara bertahap pengembangan juga dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana 

berupa pengadaan peralatan medik, peralatan non medik. Selanjutnya, penataan Sumber 

Daya Manusia dan Manajemen dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Tapin, pengembangan rumah sakit selesai 

pada akhir tahun 2012 baik fisik maupun peralatan. Lahan baru untuk perluasan rumah 

sakit pada saat itu dipersiapkan dengan meruislag Makodim 1010 Rantau dan pembelian 

tanah masyarakat seluas 7324,32 m2. Dengan pengembangan ini luas keseluruhan lahan 

rumah sakit menjadi 21.095,32 m2. Sementara luas keseluruhan bangunan 10.920 m2 

(Sumber : http://www.rsud.tapinkab.go.id/profile). 

Sejak berlakunya program BPJS yang pada tahun 2014, jumlah pengunjung RSUD Datu 

Sanggul Rantau meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai ribuan orang. 
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Berdasarkan data rumah sakit tersebut jumlah pasien yang datang untuk pelayanan di 

poliklinik pada 2015 mencapai 21.509 orang. Pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 

24.449 orang. Pada 2017 jumlah pasien menjadi 30.855 pasien. Sedangkan pasien rawat 

inap yang berobat di RSUD Datu Sanggul Rantau juga meningkat. Pada 2015 jumlah pasien 

yang menginap 7.005 orang. Pada 2016 meningkat lagi menjadi 7.286 orang dan 2017 

meningkat lagi jadi 8.415 orang. Hal ini menyebabkan RSUD Datu Sanggul mengalami 

beberapa kendala antara lain: 

- BOR (Bed Occupacy Ratio) yang melebihi angka ideal 60 %, berakibat terjadi 

penumpukan pasien sehingga pasien di rawat di selasar Rumah Sakit dan di UGD 

pasien antri untuk masuk ruang perawatan; 

- BTO (Bed Turn Over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur yang dipakai dalam 1 

tahun, yang melebihi angka ideal Tahun 2018 rata-rata yaitu 78,59 idealnya 1 tempat 

tidur dipakai antara 40-50 kali dalam setahun. 

- TOI (Turn Over Inerval) adalah rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari 

telah diisi ke saat terisi berikutnya, yang melebihi angka ideal Tahun 2018 rata-rata 

yaitu 1,74 hari, idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 3 hari. 

- Kurangnya sarana dan prasarana, baik ketersediaan Tempat Tidur untuk Ruang VIP, 

Kelas I dan Kelas II dan lahan parkir; 

- Peralatan kesehatan penunjang pelayanan dan diagnosa belum mencapai 50% standar 

peralatan minimal Rumah Sakit;  

- Bangunan belum memiliki kualitas yang baik seperti: lantai belum vinyl, cat tembok 

belum cat minyak, banyak kebocoran di ruangan jika hujan, saluran drainase sempit 

dan dangkal sehingga sering banjir kalau hujan lebat, sound system keamanan belum 

lengkap, instalasi listrik harus diperbaiki karena bercampur dengan instalasi AC, hand 

rail tidak ada di sepanjang selasar RS untuk mencegah kecelakaan dan tidak ada 

hydrant untuk antisipasi kebakaran.   

Menindaklanjuti hal tersebut, dikarenakan tidak dimungkinkannya melakukan revitalisasi 

terhadap bangunan yang ada, terkait dengan keterbatasan lahan serta bangunan yang 

belum sesuai standar pelayanan Rumah Sakit, Pemkab Tapin berencana untuk merelokasi 

seluruh layanan dan kegiatan operasional RSUD Datu Sanggul Rantau dengan membangun 

RSUD Kabupaten Tapin Kelas C di lokasi baru dengan luas bangunan ±14.672 m2 dan 

luasan lahan diperkirakan sekitar ±48.815 m2. Kapasitas tempat tidur di RSUD Tapin yang 

baru yang direncanakan adalah sekitar 200 TT berlokasi di Jl. Terantang, Kelurahan Rangda 

Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin sesuai dengan rencana studi 

kelayakan dan masterplan pengembangan Kawasan RSUD Kabupaten Tapin. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung dengan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tapin perihal Arahan Dokumen Lingkungan agar pihak pengelola kegiatan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tapin mengajukan permohonan Dokumen 

Amdal sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yang kemudian proses penilaian 

dokumennya akan dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tapin untuk penetapan 

kelayakan lingkungan hidup sebagai dasar penerbitan izin lingkungan, maka penyusunan 

Dokumen Amdal perlu segera dilakukan. 

Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan yang berlaku dan dalam rangka 

menerapkan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka disusun suatu 
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rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dalam bentuk 

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL). Dokumen RKL-RPL ini mengemukakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang 

akan diterapkan guna menanggulangi, mengendalikan dan/atau meminimalkan dampak 

negatif serta meningkatkan dampak positif hingga ke tingkat yang dapat diterima 

lingkungan dan upaya-upaya pemantauan lingkungan yang akan diterapkan untuk 

mengetahui keefektifan dari upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan 

dimana hasil dari pemantauan lingkungan tersebut akan menjadi umpan balik bagi upaya-

upaya perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. 

Dokumen RKL-RPL ini oleh pihak pemrakarsa digunakan sebagai acuan dalam proses 

pengelolaan lingkungan secara sistematis dan terintegrasi dalam kegiatannya dan untuk 

menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, mengoptimalkan biaya pengelolaan 

lingkungan, mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya lainnya, menjamin 

terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sebagai acuan untuk berkoordinasi dengan 

instansi-instansi terkait dalam kegiatan pemantauan lingkungan. Sedangkan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin beserta jajarannya,  dokumen RKL-RPL ini digunakan 

sebagai acuan dalam evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan yang 

dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan, langkah efisiensi penggunaan dana pengelolaan 

lingkungan, jaminan ketertiban dan keamanan serta input bagi penyusunan rencana 

pengelolaan lingkungan kawasan secara regional, dan fungsi dari rencana pemantauan 

lingkungan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya alam, mencegah 

timbulnya keresahan masyarakat di sekitar tapak proyek, menjamin ketertiban dan 

keamanan dan memelihara kehidupan sosial-ekonomi-budaya didalam masyarakat. 

Kaitannya dengan pembangunan umum, dokumen rencana pemantauan lingkungan ini 

berfungsi untuk memberikan masukan pada pemantauan lingkungan kawasan, bahan 

koordinasi bagi instansi terkait dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan kawasan secara regional dan efisiensi penggunaan dana pemantauan 

lingkungan. 

Dokumen RKL-RPL ini diharapkan dapat menunjang keberhasilan pembangunan terutama 

di bidang pembangunan dan energi serta pembangunan daerah secara umum yang 

berwawasan lingkungan untuk menunjang pembangunan berkesinambungan terpadu dan 

menyeluruh. Secara luas, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini juga dapat 

mendorong sektor-sektor lain untuk berpartisipasi didalam mewujudkan pembangunan 

berwawasan lingkungan. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan 

Maksud penyusunan dokumen RKL-RPL rencana usaha pembangunan dan operasional 

RSUD Kabupaten Tapin, adalah untuk : 

1. Merumuskan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mencegah, 

menanggulangi dan mengendalikan dampak negatif serta meningkatkan dampak 

positif yang diperkirakan akan timbul akibat kegiatan pembangunan yang 

direncanakan, sehingga dapat menjamin bahwa kegiatan ini dapat memberikan 

manfaat optimal  bagi semua pihak; 

2. Merumuskan  pihak-pihak atau institusi yang terkait dalam pelaksanaan dan 

pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan lingkup kewenangan dan 

tugas masing-masing. 
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Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKL-RPL rencana usaha pembangunan dan 

operasional RSUD Kabupaten Tapin, adalah : 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) 

1. Untuk menyiapkan pedoman teknis bagi RSUD Kabupaten Tapin untuk melaksanakan 

kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan karakteristik dampak penting yang 

diperkirakan akan timbul akibat kegiatan pembangunan;  

2. Untuk menyediakan pedoman bagi instansi terkait dalam membina dan mengawasi 

kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Tapin; 

3. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) 

1. Mengetahui komponen lingkungan yang terkena dampak penting dan memantaunya 

dengan metode yang dipandang tepat untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan pada ruang dan waktu tertentu. 

2. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara sistematis, terarah, terencana dan terkait 

dengan kegiatan-kegiatan yang diprakirakan sebagai sumber dampak, sehingga 

diperoleh suatu kajian yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

kondisi lingkungan di wilayah kegiatan. 

3. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

1.3. Pernyataan Kebijakan Lingkungan 

Sejalan dengan komitmen untuk tujuan keberlangsungan kegiatan yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan, pemrakarsa menyusun dokumen RKL-RPL yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam melasanakan program pengelolaan lingkungan. Sistematika 

penyusunan dokumen ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 

tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran III 

Tentang Rencana Penyusunan Dokumen RKL-RPL). 

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan, pemerintah mewajibkan setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak 

lingkungan penting membuat Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang 

mencakup penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) serta penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan 

(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).  

Penyusunan RKL-RPL merupakan salah satu langkah awal dari komitmen pengelolaan dan 

pemantauan  lingkungan hidup di RSUD Kabupaten Tapin yang selanjutnya dituangkan ke 

dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, mencakup : 

• Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan 

hidup, termasuk pentaatan pada baku mutu lingkungan. 

• Menerapkan standar operasi yang meminimalkan dampak lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja karyawan. 

• Memastikan bahwa seluruh karyawan RSUD Kabupaten Tapin memahami kebijakan 

lingkungan perusahaan serta mengimplementasikannya dalam setiap aktivitas di 

lapangan. 
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• Memastikan bahwa perusahaan memiliki sistim manajemen untuk mengidentifikasi, 

mengendalikan dan memantau risiko-risiko lingkungan yang mungkin timbul dari 

operasinya. 

• Melakukan penelitian dan menetapkan program yang bertujuan untuk melakukan 

konservasi sumber daya alam, meminimalkan buangan limbah, meningkatkan efisiensi 

proses dan melindungi kelestarian lingkungan. 
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Gambar 1. 1. Peta Lokasi 
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BAB II 

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 
 

 

Pembangunan dan Operasional RSUD Kabupaten Tapin dengan sekitar ±48.815 m2 yang 

berlokasi di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, 

perlunya adanya pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak dari komponen 

lingkungan yang ditumbulkan dikarenakan pengelolaan lingkungan dari suatu kegiatan 

wajib dilaksanakan setiap perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau 

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan 

hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik 

dalam Andal. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak 

penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak 

lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan 

pemantauannya dalam RKL-RPL. 

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting 

lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan 

meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha 

dan/atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok 

aktivitas sebagai berikut:  

a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak 

negatif lingkungan hidup;  

b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, 

atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau 

kegiatan; dan/atau  

c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga 

dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa 

maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.  

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dampak penting yang 

dikaji pada Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), pengelolaan tersebut 

merupakan kewajiban pemrakarsa (RSUD Kabupaten Tapin). Pengelolaan lingkungan 

hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan 

lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun 

institusi. Untuk itu perlu disusun secara sistematika rencana pengelolaan lingkungan hidup 

untuk setiap jenis dampak yang bersumber dari suatu kegiatan tertentu. 

Berikut disajikan pada Tabel 2.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan 

Dan Operasional RSUD Kabupaten Tapin. 
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Tabel 2.1. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Pada ANDAL) 

I. Tahap Pra Konstruksi 

1. Timbulnya Keresahan 

Masyarakat 

Penetapan Lahan  100 % lahan masyarakat harus 

dibebaskan sesuai tata aturan 

sebelum dilakukan pembukaan 

lahan. 

 Mengacu kepada RTRW Provinsi 

Kalimantan Selatan dan RTRW 

Kabupaten Tapin. 

a) Inventarisasi kepemilikan lahan, dilakukan 

secara bertahap. 

b) Melakukan proses pengadaan lahan sesua 

ketentuan yang berlaku. 

c) Melakukan penyelamatan terhadap lahan-

lahan yang masuk dalam cagar budaya, hak 

adat, hak ulayat. 

d) Sosialisasi dan pendekatan yang persuasif 

secara kontinyu terkait kegiatan 

pembebasan lahan. 

Lahan masyarakat yang 

terkena dampak di 

lokasi Kelurahan 

Rangda Malingkung, 

Kecamatan Tapin Utara, 

Kabupaten Tapin. 

Selama kegiatan penetapan 

lahan berlangsung. 

a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 BPN/ATR Kabupaten 

Tapin  

 Pihak Keamanan 

(Polsek, Polres, 

Koramil) 

 Desa dan Kecamatan 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 BPN/ATR Kabupaten 

Tapin  

 Pihak Keamanan 

(Polsek, Polres, 

Koramil) 

 Desa dan Kecamatan 

Sosialisasi  Lebih atau sama dengan 80% 

responden yang berasal dari 

masyarakat bersikap dan memiliki 

persepsi positif. 

a) Melakukan pendekatan sosiologis kepada 

tokoh masyarakat setempat, melalui 

silaturahmi (berkunjung) dan memberikan 

penjelasan rencana kegiatan yang akan 

dilakukan serta manfaatnya. 

b) Melibatkan masyarakat setempat dalam 

kegiatan sosialisasi. 

c) Melakukan sosialisasi sesering mungkin 

mengenai rencana kegiatan secara rinci. 

e) Melaksanakan komunikasi dua arah atau 

dialog antara RSUD Kabupaten Tapin 

dengan masyarakat setempat sehingga 

diperoleh umpan balik yang efektif dalam 

pelaksanaan upaya pengelolaan 

lingkungan. 

Masyarakat yang 

terkena dampak di 

Kelurahan Rangda 

Malingkung, Kecamatan 

Tapin Utara, Kabupaten 

Tapin. 

Selama tahap sosialisasi 

sebelum kegiatan dimulai 

dan setelah kegiatan 

opersional berlangsung. 

II. Tahap Konstruksi 

1. Penurunan Kualitas 

Udara 

Mobilisasi alat dan 

bahan 

 Konsentrasi debu yang timbul 

tidak melebihi baku mutu udara 

ambien untuk parameter debu. 

a) Penutupan bak kendaraan pengangkut 

material bila material yang diangkut 

merupakan material lepas yang mudah 

terbawa angin. 

Area sekitar wilayah 

pembangunan: tapak 

proyek dan pintu 

keluar masuk lokasi 

Pengelolaan dilakukan 

setiap hari selama 

berlangsungnya kegiatan 

konstruksi dengan 

a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 Membatasi dispersi debu terbatas 

hanya di lokasi kegiatan untuk 

meminimalkan dampak terhadap 

kualitas udara dan meminimalkan 

dampak terhadap pekerja 

maupun masyarakat di sekitar 

lokasi kegiatan. 

 Menjaga dan mengusahakan agar 

tingkat pertumbuhan tanaman 

>90% sehingga dapat 

meningkatkan produksi oksigen 

di udara. 

 Kualitas udara dibawah baku 

mutu yang dipersyaratkan. 

 Pergub Kal-Sel No. 053 tahun 

2007 tentang baku mutu udara 

ambient dan baku mutu tingkat 

kebisingan. 

b) Mengatur kecepatan kendaraan maksimal 

40 km/jam jika melewati pemukiman 

penduduk dan pemasangan rambu-rambu. 

c) Penyiraman jalan/jalur untuk mengurangi 

debu. 

d) Menggunakan kendaraan yang telah lolos 

uji emisi. 

e) Melakukan pembersihan ban truk-truk 

pengangkut material sebelum 

meninggalkan lokasi kegiatan 

f) Melengkapi pekerjaan dan penunjang 

dengan alat pelindung diri (APD). 

g) Mewajibkan para pekerja memakai APD 

yang terstandar khususnya untuk masker. 

pembangunan serta di 

sepanjang jalan masuk 

di sekitar lokasi (Jalan 

Terantang) 

pelaporan setiap 6 bulan 

sekali. 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tapin 

 Desa dan Kecamatan 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

Pematangan lahan a) Menggunakan kendaraan pengangkut alat 

dan material yang laik jalan dan telah lulus 

uji emisi sehingga emisi yang dihasilkan 

tidak melebihi baku mutu yang telah 

ditetapkan. 

b) Membatasi kecepatan kendaraan 

pengangkut alat dan material pada saat 

melintas pemukiman warga. 

c) Membersihkan roda kendaraan setiap 

keluar dari lokasi proyek untuk mencegah 

persebaran debu dan ceceran tanah. 

d) Melakukan penyiraman secara berkala 

pada lokasi kegiatan untuk meminimalisir 

debu yang beterbangan. 

e) Melengkapi pekerja dengan masker untuk 

mencegah gangguan saluran pernapasan. 

f) Membatasi jam kerja kegiatan konstruksi 

sesuai kesepakatan dengan perwakilan 

masyarakat di Kelurahan Rangda 

Malingkung. 

Lokasi tapak proyek 

RSUD Kabupaten Tapin 

Konstruksi 

bangunan utama dan 

a) Memasang pagar proyek keliling persil 

dengan tinggi minimal 2 meter. 

Lokasi tapak proyek 

RSUD Kabupaten Tapin 
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

sarana penunjang b) Melakukan penyiraman secara periodik 

minimal 2 kali sehari dengan menggunakan 

tanki air dilengkapi pompa. 

c) Penggunaan masker kepada pekerja dan 

pemberian masker ke warga sekitar. 

2. Peningkatan Intensitas 

Kebisingan 

Mobilisasi alat dan 

bahan 

 Membatasi dispersi kebisingan 

terbatas hanya di lokasi kegiatan. 

 Meminimalkan dampak terhadap 

pekerja maupun masyarakat di 

sekitar lokasi kegiatan. 

 Pergub Kal-Sel No. 053 tahun 

2007 tentang baku mutu udara 

ambient dan baku mutu tingkat 

kebisingan. 

a) Pembatasan kecepatan kendaraan 

operasional (kendaraan angkut, alat berat 

maupun kendaraan ringan) maksimal 40 

km/jam di jalan penghubung, terutama 

yang melintasi daerah pemukiman 

penduduk. 

b) Membuat pagar pembatas di sekeliling 

lokasi kegiatan untuk meminimalisir 

kebisingan dengan tinggi pagar ± 2 m 

sepanjang keliling batas proyek. 

c) Membatasi jam kerja kegiatan konstruksi 

sesuai kesepakatan dengan perwakilan 

masyarakat di Kelurahan Rangda 

Malingkung. 

d) Melengkapi pekerja dengan ear plug/ear 

muff untuk mencegah gangguan 

pendengaran akibat kebisingan yang 

ditimbulkan. 

Area sekitar wilayah 

pembangunan: tapak 

proyek dan pintu 

keluar masuk lokasi 

pembangunan serta di 

sepanjang jalan masuk 

di sekitar lokasi (Jalan 

Terantang) 

Pengelolaan dilakukan 

setiap hari selama 

berlangsungnya kegiatan 

konstruksi dengan 

pelaporan setiap 6 bulan 

sekali. 

a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 Desa dan Kecamatan 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

Pematangan lahan a) Mengatur jam kerja karyawan dalam waktu 

tertentu bagi operator yang bekerja di 

tempat bising. 

b) Untuk mengurangi tingkat kebisingan agar 

tidak mengganggu masyarakat perlu 

barrier berupa tanaman penghijauan. 

c) Penggunaan penyumbat/penutup telinga 

(ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang 

tingkat kebisingannya tinggi (> 85 db). 

d) Menggunakan APD bagi karyawan. 

Lokasi tapak proyek 

RSUD Kabupaten Tapin 

Konstruksi 

bangunan utama dan 

sarana penunjang 

a) Pembatasan kecepatan kendaraan 

operasional (kendaraan angkut, alat berat 

maupun kendaraan ringan) maksimal 40 

km/jam di jalan penghubung, terutama 

Lokasi tapak proyek 

RSUD Kabupaten Tapin 



RKL - RPL 
PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL RSUD KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN - 2020 

 
 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup                           II - 5 

No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

yang melintasi daerah pemukiman 

penduduk. 

b) Membuat rumah genset yang kedap suara 

(silent). 

c) Pemeliharaan mesin genset. 

d) Mengatur jam kerja karyawan dalam waktu 

tertentu bagi operator yang bekerja di 

tempat bising. 

e) Untuk mengurangi tingkat kebisingan agar 

tidak mengganggu masyarakat perlu 

barrier berupa tanaman penghijauan. 

f) Penggunaan penyumbat/penutup telinga 

(ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang 

tingkat kebisingannya tinggi (> 85 db). 

g) Menggunakan APD bagi karyawan. 

3. Peningkatan Air Larian - Pematangan 

lahan 

- Konstruksi 

bangunan utama 

dan sarana 

penunjang 

 Mempertahankan dan 

mengendalikan terjadinya 

perubahan debit air/aliran air 

guna mengurangi terjadinya 

sedimentasi serta potensi banjir. 

 Mengendalikan daya suplai air 

untuk kepentingan masyarakat 

tetap terjaga. 

 PP Nomor : 35 Tahun 1991 

tentang Sungai. 

 Kepmen-PU Nomor : 

63/PRT/1993 tentang Garis 

Sempadan Sungai, Daerah 

Pemanfaatan Sungai dan Daerah 

Penguasaan Sungai. 

a) Melakukan pembukaan lahan secara 

bertahap sesuai perkembangan kegiatan 

pembangunan dan operasional RSUD 

Kabupaten Tapin. 

b) Mempertahankan areal yang bervegetasi 

terutama daerah sempadan sungai. 

c) Meminimalkan luas lahan untuk areal 

pembangunan sarana dan prasarana 

dengan bangunan permanen. 

d) Penempatan dan penataan bangunan 

jangan pada daerah yang produktif, lindung 

dan lokasi resapan. 

e) Membuat drainase yang  mampu 

menampung dan mengalirkan air larian 

yang berakhir pada perairan sungai. 

f) Pembuatan saluran drainase yang baik di 

sekeliling areal jalan. 

g) Pembuatan drainase/kanal dengan pintu-

pintu pengatur tinggi muka air permukaan. 

h) Pembuatan gorong-gorong atau jembatan 

pada daerah cekungan air yang dilewati 

Tapak proyek, sekitar 

lokasi pembangunan  

Selama tahap konstruksi. a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

trace jalan. 

i) Membuat sumur resapan dan kolam 

retensi pada titik-titik tertentu (outlet 

IPAL) dengan kapasitas 10 m3/hari. 

4. Penurunan Kualitas Air 

Sungai 

- Pematangan 

lahan 

- Konstruksi 

bangunan utama 

dan sarana 

penunjang 

 Meminimalisir dampak 

pencemaran kualitas air. 

 Mengurangi kadar bahan 

pencemar dalam air dengan 

mengolah agar parameter 

pencemar air tidak mencemari 

badan air penerima.  

 Mencegah timbulnya gangguan 

terhadap biota air. 

 Mencegah terjadinya gangguan 

terhadap kesehatan masyarakat. 

 PerGub Kalsel No 5 Tahun 2007 

tentang BM Kualitas Air Sungai 

 Meminimalisasi keluhan dari 

masyarakat di sekitar lokasi 

kegiatan. 

a) Melakukan pembukaan lahan secara 

bertahap sesuai perkembangan kegiatan. 

b) Mempertahankan areal yang bervegetasi 

terutama daerah sempadan sungai. 

c) Menjaga lahan jangan sampai dalam 

keadaan terbuka pada waktu yang lama. 

d) Membuat drainase yang mampu 

menampung dan mengalirkan air larian 

yang berakhir pada perairan sungai. 

e) Mencegah masuknya sedimen ke sistem 

perairan utama dengan cara membuat 

saluran drainase yang berujung pada 

kolam pengendap. 

f) Memastikan dan merawat sistem drainase 

dan pengolahan yang telah dibangun agar 

dapat berfungsi dengan baik sesuai 

rencana. 

Tapak proyek. Selama tahap tahap 

konstruksi. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

5. Gangguan Arus Lalu 

Lintas 

Mobilisasi alat dan 

bahan 

 Memperkecil intensitas kepadatan 

dan kecelakaan lalulintas. 

a) Memasang rambu-rambu lalulintas. 

b) Membatasi kecepatan kendaraan. 

c) Pengadaan   dan   penempatan   petugas  

pengatur lalulintas pada saat kegiatan 

konstruksi. 

d) Menempatkan flag man di persimpangan 

perlintasan masyarakat. 

e) Pengaturan waktu penggunaan jalan untuk 

kendaraan bermuatan besar. 

Lokasi Proyek. 

 

Dilaksanakan sejak 

dimulainya kegiatan 

mobilisasi peralatan dan 

material. 

 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tapin 

6. Gangguan Kebersihan - Pengoperasian  Timbulan sampah dikelola dengan a) Penempatan tempat pembuangan sampah Lokasi Proyek. Sejak dimulainya tahap a. Instansi Pelaksana      
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Dan Estetika 

(Timbulan Sampah) 

basecamp 

- Mobilisasi alat 

dan bahan 

- Pematangan 

lahan 

- Konstruksi 

bangunan utama 

dan sarana 

penunjang 

baik. sementara. 

b) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait 

mengenai pengelolaan sampah. 

c) Memanfaatkan sampah domestik yang 

masih bisa dimanfaatkan. 

 kontruksi  RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

7. Gangguan Populasi 

Biota Air 

Pematangan lahan  Menekan sekecil mungkin tingkat 

penurunan densitas dan 

diversitas plankton, benthos dan 

nekton. 

a) Melakukan pembukaan lahan secara 

bertahap sesuai perkembangan kegiatan 

pembangunan dan operasional RSUD 

Kabupaten Tapin. 

b) Mempertahankan areal sekeliling yang 

bervegetasi terutama daerah sempadan 

sungai. 

c) Menjaga lahan jangan sampai dalam 

keadaan terbuka pada waktu yang lama. 

d) Membuat drainase yang  mampu 

menampung dan mengalirkan air larian. 

Tapak proyek. Selama tahap konstruksi. a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

8. Gangguan Flora dan 

Fauna 

Pematangan lahan  Perubahan komposisi dan 

struktur vegetasi pada lokasi 

pembangunan dan operasional 

RSUD Kabupaten Tapin. 

 Keanekaragaman jenis 

dibandingkan dengan rona awal. 

 Kriteria tumbuhan langka 

didasarkan pada Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan No.261/Kpts-

IV/1990 dan Red Data Book IUCN, 

1978. 

 Keputusan Menteri Kehutanan 

tentang Inventarisasi Satwa yang 

dilindungi oleh Undang-undang. 

a) Melakukan pembersihan lahan untuk 

pembangunan dan operasional RSUD 

Kabupaten Tapin secara bertahap dan 

dalam luasan yang relatif tidak terlalu 

besar. 

b) Mengkonservasi dan mengelola vegetasi 

alamiah yang berada di sempadan sungai, 

kolam, guntung atau mata air agar dapat 

berkembang baik untuk mendukung 

penciptaaan habitat satwa yang kondusif 

serta meningkatkan diversitas tumbuhan. 

c) Mempersiapkan dan melakukan tindakan 

preventif dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran lahan 

d) Melakukan patroli/pengawasan untuk 

mencegah pengrusakan habitat dan 

perburuan satwa liar.  

Areal pembangunan. 

 

Selama tahap konstruksi,  

 

 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

e) Memasang papan informasi mengenai 

pentingnya kelestarian hutan dan larangan 

menebang pohon, membakar dan larangan 

perburuan terhadap satwa liar pada lokasi 

strategis yang mudah dibaca. 

9. Terciptanya 

Kesempatan Kerja Dan 

Peluang Berusaha 

- Penerimaan 

tenaga kerja 

konstruksi 

- Pengoperasian 

basecamp 

 Banyaknya 

masyarakat/penduduk lokal yang 

ikut bekerja dalam proyek 

pembangunan dan operasional 

RSUD Kabupaten Tapin. 

a) Memberikan pengumuman kepada 

masyarakat disekitar tentang tenaga kerja 

apa saja yang dibutuhkan oleh baik itu 

jenis, klassifikasi dan keahliannya. 

b) Melibatkan pihak Desa dan Kecamatan 

serta instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten) dalam kegiatan penerimaan 

tenaga kerjanya. 

c) Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja 

lokal  untuk bekerja, namun disesuaikan 

dengan kebutuhan, spesifikasi atau 

kualifikasi dan tingkat pendidikannya. 

Kecamatan Tapin Utara 

(masyarakat terkena 

dampak). 

Periode pengelolaan 

lingkungan untuk 

memberikan pengumuman, 

memprioritaskan tenaga 

kerja lokal, melibatkan 

pihak desa dan kecamatan 

dalam kegiatan penerimaan 

tenaga kerja dilakukan 

setiap kali dilakukannya 

kegiatan penerimaan tenaga 

kerja oleh                     RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin 

10. Peningkatan 

Pendapatan 

- Penerimaan 

tenaga kerja 

konstruksi 

- Pengoperasian 

basecamp 

 50 % masyarakat/penduduk lokal 

angkatan kerja dapat bekerja 

sehingga akan meningkatkan 

pendatan masyarakat. 

a) Pemberian insentif dan gaji kepada tenaga 

kerja lokal sesuai dengan peraturan 

pemerintah (Upah Minimum Sektor 

Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah) yang 

berlaku dan tidak membedakan dengan 

tenaga kerja dari luar daerah pada posisi 

yang sama di perusahaan. 

b) Memberikan ruang bagi pekerja sektor 

informal. 

c) Memberikan pengumuman kepada 

masyarakat disekitar lokasi tambang 

tentang tenaga kerja apa saja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan baik itu jenis, 

klassifikasi dan keahliannya. 

d) Melibatkan pihak Desa dan Kecamatan 

serta instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja) 

dalam kegiatan penerimaan tenaga 

kerjanya. 

e) Mengumumkan hasil penerimaan tenaga 

Kecamatan Tapin Utara 

(masyarakat terkena 

dampak). 

Periode pengelolaan 

lingkungan untuk 

memberikan pengumuman, 

memprioritaskan tenaga 

kerja lokal, melibatkan 

pihak desa dan kecamatan 

dalam kegiatan penerimaan 

tenaga kerja dilakukan 

setiap kali dilakukannya 

kegiatan penerimaan tenaga 

kerja oleh                     RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Tapin 
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

kerjanya secara transparan. 

f) Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja 

lokal  untuk bekerja diperusahaan, namun 

disesuaikan dengan kebutuhan, spesifikasi 

atau kualifikasi dan tingkat pendidikannya. 

g) Hanya memperkerjakan atau menerima 

tenaga kerja pendatang untuk menempati 

posisi/jabatan tertentu serta yang 

mempunyai tingkat keahlian khusus. 

h) Melakukan program magang bagi tenaga 

kerja lokal. 

11. Timbulnya Keresahan 

Masyarakat 

- Pematangan 

lahan 

- Konstruksi 

bangunan utama 

dan sarana 

penunjang 

 Adanya pemahaman masyarakat 

yang positif terhadap rencana 

kegiatan. 

 Minimnya keluhan yang 

disampaikan kepada RSUD 

Kabupaten Tapin terkait dengan 

penerimaan tenaga kerja. 

 Melaksanakan komunikasi dua arah atau 

dialog antara RSUD Kabupaten Tapin 

dengan masyarakat setempat terhadap 

penerimaan tenaga kerja sehingga 

diperoleh umpan balik yang efektif dalam 

pelaksanaan upaya pengelolaan 

lingkungan. 

Kecamatan Tapin Utara 

(masyarakat terkena 

dampak). 

Sejak dimulainya kegiatan 

konstruksi. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

12. Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Konstruksi 

bangunan utama dan 

sarana penunjang 

 Meminimalisir terjadinya risiko 

kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. 

a) Safety talk. 

b) Program  penyelidikan  (investigasi)  

kecelakaan  dan  nyaris celaka. 

c) Menyediakan sarana dan prasarana K3 

termasuk Alat Pelindung Diri (APD). 

d) Menggunakan APD saat bekerja. 

e) Menerapakan SOP dalam pelaksanakan 

pekerjaan. 

Tapak Proyek Sejak dimulainya kegiatan 

konstruksi. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 

III. Tahap Operasional 

1. Peningkatan Limbah 

Padat 

Operasional rumah 

sakit 

 Limbah padat medis dikelola 

dengan baik. 

 Mengikuti semua persyaratan 

Menyediakan TPS terpisah dan tertutup 

(Organik; An-Organik; B3; Infeksius dan Non-

Infeksius) 

Lokasi RSUD 

Kabupaten Tapin. 

 

Sejak dimulainya tahap 

operasional RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

yang telah ditetapkan pada: 

- PP No. 101/2014 tentang 

pengelolaan limbah B3; 

- Kepmenkes RI 

No.1204/MENKES/SK/X/2004 

tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit; dan 

- PermenLH dan Kehutanan RI 

No. 56/2015 tentang Tata cara 

dan Persyaratan Teknis 

Pengelolaan Bahan Berbahaya 

dan Beracun dari Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. 

- Tidak adanya timbulan sampah 

(limbah domestik) yang 

berserakan di lokasi kegiatan. 

Limbah Padat Non B3: 

a) Mengumpulkan seluruh limbah padat 

domestik non-B3 dari kegiatan rumah 

sakit; dan 

b) Membuang limbah yang tidak dapat 

digunakan kembali atau tidak dapat di-

daur ulang ke tempat pembuangan sampah 

(TPA). 

Limbah Padat B3: 

a) Mengumpulkan minyak pelumas bekas, 

cairan reagen laboratorium, hasil cucian 

radiologi, dll di lokasi Tempat 

Penampungan Sementara B3 sebelum 

dikirim ke pengolahan limbah B3 yang 

telah memiliki izin dari KLHK; 

b) Membangun penampungan sekunder 

(secondary containment) di sekitar tangka-

tangki penyimpanan bahan yang mudah 

terbakar dan berbahaya sebagaimana 

dipersyaratkan;  

c) Secara berkala memberikan pelatihan 

kepada karyawan dalam penanganan 

limbah B3; dan 

d) Menerapkan SOP tentang pengelolaan 

limbah B3 medis dan non-medis 

Limbah Padat B3 Medis 

a) Melakukan pengurangan dan pemilahan 

limbah B3 medis; 

b) Melakukan strerilisasi limbah B3 medis 

dengan autoclave sesuai dengan ketentuan 

pada PermenLH dan Kehutanan RI No. 

56/2015 tentang Tata cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Bahan 

Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 

c) Melakukan penyimpanan limbah B3 medis 

sebelum sebelum dikirim ke pengolahan 

limbah B3 yang telah memiliki izin dari 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 Desa dan Kecamatan 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 
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No 
Dampak Lingkungan 

Yang Dikelola 
Sumber Dampak 

Indikator Keberhasilan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

KLHK; dan 

d) Menerapkan SOP tentang limbah B3 medis 

dan nonmedis. 

2. Peningkatan Air Larian Operasional rumah 

sakit 

 Mengendalikan perubahan 

volume air larian dan perubahan 

pola aliran permukaan untuk 

mencegah  terjadinya banjir pada 

lingkungan sekitar RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a) Melakukan pembukaan lahan secara 

bertahap sesuai perkembangan kegiatan 

pembangunan gedung RSUD. 

b) Membuat drainase yang  mampu 

menampung dan mengalirkan air larian 

yang berakhir ke perairan sungai. 

c) Memastikan dan merawat sistem drainase 

yang telah dibangun agar dapat berfungsi 

dengan baik sesuai rencana. 

Lokasi RSUD 

Kabupaten Tapin. 

 

Sejak dimulainya tahap 

operasional RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a. Pelaksana:  

 RSUD Kabupaten Tapin 

b. Instansi Pengawas:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

 Desa dan Kecamatan 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tapin 

3. Penurunan Kualitas Air 

Tanah Dalam 

Operasional rumah 

sakit 

 Kualitas Air Limbah Domestik 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 

68 Tahun 2016. 

 Kualias Air Limbah Medis sesuai 

dengan Lampiran XLIV Bagian B 

Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 5 

Tahun 2014 

a) Mengolah seluruh air limbah domestik dari 

kegiatan RSUD dan fasilitas penunjangnya 

pada sarana pengolah air limbah cair 

sebelum dibuang ke badan air penerima. 

b) Merawat dan memelihara sarana pengolah 

air limbah cair secara rutin. 

c) Memasang grease trap (penangkap lemak) 

pada unit instalasi pengolahan limbah. 

d) Memelihara dan merawat saluran drainase 

internal. 

e) Menyediakan bak biocontrol untuk 

memantau kualitas air limbah hasil olahan 

STP. 

f) Melakukan daur ulang air limbah dari 

kegiatan pasien rawat jalan dan 

pengunjung rumah sakit untuk penyiraman 

tanaman 

g) Mengurus Surat Ijin Pembuangan Limbah 

Cair (SIPLC) berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 

Lokasi RSUD 

Kabupaten Tapin. 

 

Sejak dimulainya tahap 

operasional RSUD 

Kabupaten Tapin. 

a. Instansi Pelaksana      

 RSUD Kabupaten 

Tapin 

b.  Instansi Pengawas 

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Tapin 

 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tapin 

c. Instansi Pelaporan:  

 Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Tapin 




	00. COVER.pdf (p.1)
	09. Pembatas BAB_1.pdf (p.2)
	01. Kata Pengantar.pdf (p.3)
	09. Pembatas BAB_2.pdf (p.4)
	02. DAFIS.pdf (p.5-7)
	09. Pembatas BAB_3.pdf (p.8)
	03. BAB I - Pendahuluan.pdf (p.9-14)
	09. Pembatas BAB_4.pdf (p.15)

